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MOTTO 
 
 ْذِإَوَْْلَاقَْْكُّبَرْلَم ِللِْةَكِئِّْْنِإْ ْلِعاَجِْْفِْْض رلأاْ ْةَفيِلَخْاوُلَاقُْْلَع َتََأْاَهيِفْ ْنَمُْْدِس  ف ُيَْْهيِفاْ
ُْكِف  سَيَوَْْءاَم ِّدلاُْْن َنََوُْْحِّبَسُنِْْد  مَبَِْْكُْْسِّدَق ُنَوَْْكَلَْْْلَاقِّْْنِإُْْمَل عَأْاَمْلاْ(َْنوُمَل ع َت٣٠) 
Artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 
Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau 
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal 
Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesung guhnya aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui
1
. " (AL Baqarah Ayat 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Kementeriaan Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri) hlm. 6. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba b  Be 
ت ta t  Te 
ث s\a s\ Es (dengantitik di atas) 
ج jim j  Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal d  De 
ذ zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر ra r  Er 
ز zai z  Zet 
س sin S Es 
 
 
ix 
 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain g  Ge 
ف fa f  Ef 
ق qaf q  Ki 
ك kaf k   Ka 
ل lam l  El 
م mim m  Em 
ن nun n  En 
و wau w  We 
ه ha h   Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya y  Ye 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
x 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah a  a  
 Kasrah i  i  
 Dammah u  u  
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
TandadanHuruf Nama GabunganHuruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حو ل  Haula 
 
3. Maddah 
 
 
xi 
 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
HarakatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 
أ...ي  
Fathah dan alif 
atau ya 
a> 
a dan garis di 
atas 
أ...ي  Kasrah dan ya i> 
I dan garis di 
atas 
أ...و  
Dammah dan 
wau 
u> 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a.  Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةضور طلأالاف  Raud}ah al-atfa>l / raud}atulatfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا.Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
 
 
xiii 
 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
xiv 
 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 و ام دحمم لوسرلاإ  Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l 
 للهدمحلا بر نيملاعلا  Al-hamdulillahirabbilꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نإو الله وهل نيقزارلاريخ  
Wainnalla>ha lahuwakhairar-ra>ziqin / 
Wainnalla>ha lahuwakhairur-ra>ziqi>n 
 اوفوأف ليكلا نازيملاو  
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kailawal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD RIZAL CHOIRI, NIM: 152131052, “STUDI 
KOMPARASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM UNDANG-
UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI HUKUM 
PIDANA ISLAM”. Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian 
adalah penerapan asas ultimum remedium dalam penyeesaian kerusakan/ 
pencemaran  lingkungan hidup dan hukum pidana islam memberikan 
hukuman kepada pelaku kerusakan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah menjelaskan asas ultimum remedium dalam Undang-Undang Nomor 
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
hukum pidana Islam serta menjelaskaan persamaan dan perbedaan 
penanganan kasus lingkungan hidup . 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian 
dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menelaah Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan hidup. Sumber data dari penelitian ini data sekunder, bahan 
hukum primer yaitu data UU No. 32 Tahun 2009, bahan hukum sekunder  
yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan seperti buku-
buku, jurnal, internet.  
Karena dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, 
maka hasil penelitian ini merupakan perasamaan dan perbedaan mengenai 
hukuman terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup menggunakan asas 
ultimum remedium dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Persamaan 
dari kedua sistem tersebut adalah ukuran hukuman dan sistem dalam 
penyelesaian kasus tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah pertama, dari 
kedua sistem tersebut adalah dalam hukum pidana islam tidak terdapat 
ketentuan hukumnya, sedangkan hukum positif ketentuan sudah jelas, kedua, 
hukuman yang dijatuhkan dalam hukum postif adalah pidana denda dan 
penjara sedangkan hukum pidana Islam ditentukan hukuman ta’z>ir untuk 
kadarnya tidak ditentukan. 
 
Kata Kunci : ultimum remedium, hukuman, Hukum Positif dan Hukum 
Pidana Islam 
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ABSTRACT  
          MUHAMMAD RIZAL CHOIRI, NIM: 152131052, "STUDY OF THE 
COMPARATION OF REMEDIUM ULTIMUM PRINCIPLES IN LAW NO 
32 YEAR 2009 CONCERNING PROTECTION AND MANAGEMENT OF 
THE ENVIRONMENT OF THE REVIEW OF ISLAMIC CRIMINAL 
LAWS." The problem raised as a focus of research is the application of the 
principle of ultimum remedium in the settlement of environmental damage / 
pollution and Islamic criminal law provides penalties for perpetrators of 
environmental damage. The purpose of this study is to explain the principle of 
ultimum remedium in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental 
Protection and Management and Islamic criminal law and explain the similarities 
and differences in handling environmental cases.  
          This type of research is a library research that is research by collecting 
research materials by examining Law Number 32 Year 2009 concerning 
Environmental Protection and Management. The data source of this study is 
secondary data, primary legal materials, namely Law No. 32 of 2009, secondary 
legal material that is data obtained or derived from library materials such as 
books, journals, internet.  
           Because in this research is comparative descriptive analysis, the results of 
this study are similarities and differences regarding the punishment of perpetrators 
of environmental violations using the principle of ultimum remedium in positive 
law and Islamic criminal law. The similarity between the two systems is the 
measurement of punishment and the system in solving the case. While the 
difference is firstly, of the two systems is that in Islamic criminal law there are no 
legal provisions, while the positive law provisions are clear, secondly, the penalty 
imposed in positive law is criminal fines and imprisonment while Islamic criminal 
law is determined by ta'z> ir the level is not determined.  
 
 
Keywords: ultimum remedium, punishment, positive law and Islamic criminal law 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberikan tanggung jawab 
untuk mengelola dan menfaatkannya dengan secara bijaksana untuk 
memenuhi kebutuhan. Setiap alam dan lingkungan diciptakan tidak ada 
yang  percuma akan tetapi memiliki manfaat dan kegunaan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan manusia semakin lama 
berkembangan dan banyak. Pemanfaatan dan eksploitasi yang secara 
berlebihan terhadap sumber daya alam membuat terjadinya bencana alam 
terjadi di belahan dunia. 
Dalam pemanfaatan dan ekspoitasi sumber daya alam yang 
berlebihan dan terus menerus akan membuat rusaknya lingkungan tanpa 
disadari. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang tidak diperbarui, 
bila pengambilan dan pengekspoitasi berlebihan maka akan menimbulkan 
permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang 
diakibatkan oleh tangan manusia  itu membuat masalah tentang lingkungan 
yang cakupannya bukan regional tetapi dunia internasional.  
Tiga isu global yang sedang berhembus adalah isu lingkungan 
hidup, Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi. Isu lingkungan merupakan 
isu yang sensitif meskipun tidak semua orang menyadari arti pentingnya 
2 
 
2 
 
lingkungan hidup.
2
 Dalam permasalahan lingkungan sekarang bukan 
hanya sebagai masalah itu sendiri dikarenakan manusia pada peran ini 
sangat subsatansial memegang ekosistem kehidupan yang sangat vital. 
Masalah lingkungan ini sangat besar, tanpa disadari masalah ini sangat 
besar dan runyam dibandingkan dengan alam itu sendiri. Permasalahan itu 
antara lain pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan 
cadangan-cadangan hutan, musnahanya berbagai spesies hayati, erosi, 
banjir, bahkan tipe-tipe penyakit yang berkembang akhir-akhir ini 
dipercaya merupakan gejala negatif yang bersumber dari manusia secara 
dominan. 
Masalah lingkungan adalah berkaitan dengan lintas ilmu dan lintas 
sektoral. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan dalam kurun tiga 
tahun terakhir telah mencatat sebanyak 518 korporasi telah dikenakan 
sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, pembekuan dan 
pencabutan izin, 519 kasus pidana diPola dan dibawa ke pengadilan, serta 
18 perusahaan digugat perdata. Sedangkan untuk kebakaran hutan dan 
lahan (karhutla) tercatat sebanyak 171 korporasi dikenakan sanksi 
administratif, 11 korporasi di gugat secara perdata 5 diantaranya sudah 
memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) dengan nilai 
pertanggung jawaban korporasi senilai Rp 1,4 Trilyun, dan 12 kasus 
                                                          
       
2Ichsan Syuhudi, “Penegakan Hukum Lingkungan,’’ Pena Justia, (Pekalongan) Vol. 2 Nomor 
3,2003, hlm. 8. 
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diPola pidana oleh penyidik KLHK.
3
 Pada hukum lingkungan misalnya, 
penegakanan meliputi pula sanksi adminstrasi dan hukum perdata. 
Sementara hakikat sanksi hukum pidana adalah sarana atau alat untuk 
memidana (menghukum) secara fisik dan materiil bagi pencemar 
lingkungan yang terbukti bersalah dengan melanggar hukum.
4
 
Dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum 
berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terjadi perubahan 
yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 kemudian terjadi perubahan 
kembali Undang-Undang 23 tahun 1997.  Dalam perubahan ini sanksi 
yang diberikan pada pelaku/kelompok yang melakukan tindak pidana 
perusakan lingkungan. Perumusan delik lingkungan memerlukan 
pemikiran mengenai penting penguasa atau pemerintah sebagai pengelola 
lingkungan. Pihak pemerintah yang mengeluarkan izin lingkungan harus 
dapat bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan karena yang 
mengeluarkan izin tersebut pada usaha industri.
5
 Dalam praktiknya kasus 
lingkungan merupakan kasus yang cukup sulit untuk pembuktiannya, 
sehingga dalam hal tertentu perlu keberanian hakim untuk memperluas 
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pengertian melawan hukum ini tidak sekedar melawan undang-undang, 
tetap melawan kepatutan
6
. 
Penjelasan umum atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) 
menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap 
memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan 
penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan 
penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Namun, asas 
ultimum remedium tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana formil 
tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, 
emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PPLH.
7
. 
Dalam penyelesaiannya apabila menggunakan asas ultimum 
remidium maka bisa jadi itu malah memperparah keadaan lingkungan itu 
sendiri sebab dalam penyelesaian ini hukum pidana yang digunakan pada 
akhir apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak berjalan. Dalam 
penempatan hukum pidana di atas hukum yang lain, dimana penegakan 
hukum pidana berada pada garis terdepan sebagai premium remedium
8
. 
Hukum pidana dinilai juga bersifat kaku dan pembuktian juga cukup sulit. 
Apabila hukum pidana ditempat di depan (premium remedium) maka ada 
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Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perpektif Global dan Nasional, (Jakarta: PT 
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keluasaan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang berupa penjara, 
kurungan dan denda.  
Kasus yang terjadi di daerah yuridis Pengadilan Negeri 
Palangakaraya dengan Nomor Putusan 118/Pdt.G.LH/2016/PN Plk yang 
ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2017 dalam pemasalahan yang ada pihak 
tergugat korban dari bencana kebakaran hutan yang terjadi di 
Palangkaraya, Kalimantan timur yang terjadi sekitar bulan agustus sampe 
bulan Oktober 2015 menghirup udara yang tercemar akibat asap kebakaran 
hutan dan lahan. Dalam amar putusan tersebut menghukum pihak tergugat 
yang terdiri dari Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan 
Pertahanan Nasional, Menteri Kesehatan,  Pemda Kalimantan Tengah dan 
DPRD Kalimantan Tengah telah melanggar perbuatan hukum.
9
 
Al-Qur’an dan as-Sunnah menjadi pedoman hidup bagi manusia 
banyak menjelaskan tentang hukum yang mengatur hubungan manusia 
dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia 
dengan mahkluk-mahkluk lainnya dalam alam semesta ini. Al-Qur’an itu 
berisi ayat-ayat yang masih bersifat umum dan global serta tugas dari 
Rasulullah untuk menterjemahkan/menerangkan apa yang dimaksud dari 
ayat-ayat dalam Al-Quran itu sendiri dan makna yang terkandung 
didalamnya melalui sebuah hadits. Dalam Al-Qur’an dan as-sunnah 
memiliki kandungan yang terbatas jumlahnya, sementara perkembangan 
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masalah umat manusia terus berkembang dan rumit. Bagi umat Islam, 
kenyataan ini menimbulkan masalah , apabila kegiatan itu berhubungan 
dengan norma-norma agama. Akibatnya pemecehanan atas masalah 
tersebut sangat diperlukan, untuk itu para ulama berupaya untuk menjawab 
segela permasalahan yang muncul dengan ijtihad.
10
 
Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran 
manusia, sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah telah 
berfirman dalam QS Al-Baqarah: 30  
 ْذِإَوَْْلَاقَْْكُّبَرْلَم ِللِْةَكِئِّْْنِإْ ْلِعاَجِْْفِْْض رلأاْ ْةَفيِلَخْاوُلَاقُْْلَع َتََأْاَهيِفْ ْنَمُْْدِس  ف ُيْاَهيِفْ
ُْكِف  سَيَوَْْءاَم ِّدلاُْْن َنََوُْْحِّبَسُنِْْد  مَبَِْْكُْْسِّدَق ُنَوَْْكَلَْْْلَاقِّْْنِإُْْمَل عَأْاَمْلاْ(َْنوُمَل ع َت٣٠) 
Artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 
Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau 
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal 
Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesung guhnya aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui
11
. " (AL Baqarah Ayat 
30) 
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 (“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 
“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”…). Arti khalifah di sini 
adalah: “seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola 
suatu wilayah, ia berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang 
hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, dan 
agama, akal dan budayanya terpelihara”.  
Dalam hal ini manusia dijadikan khalifah di muka bumi untuk 
menjaga dan merawat bumi. Agama Islam sendiri telah mengatur bahwa 
hubungan ada 3 macam yaitu hubungan dengan Allah (hablumminallah), 
hubungan dengan manusia dengan manusia (hablummina  nas) dan 
hubungan dengan alam (hablummina al alm). Hubungan dengan Allah swt 
itu sednri dengan beribadah kepada Allah dan melakukan semua perintah-
Nya, menjauhi larangan-Nya. Hubungan dengan Allah seperti halnya 
sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Hubungan dengan manusia dengan 
menjaga interaksi dengan manusia yang sejatinya manusia sebagai 
manusia sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri saling membtuhkan satu 
dengan yang lain. Yang terakhir hubungan dengan alam. Dalam agama 
Islam sendiri sudah jelas bahwa manusia disuruh menjaga dan 
melestarikan alam. Apabila hubungan dengan alam ini dilanggar bukan 
hanya merugikan perseorangan tapi masyarakat umum. Manusia bisa 
menjadi pengahncur dan sekaligus penjaga lingkungan tergantung dari 
nilai-nilai yang dianutnya. 
8 
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Apabila kerusakan lingkungan dan pencemaran  membuat dampak 
yang negative bagi kehidupan sekarang maupun yang akan mendatang, 
maka perbuatan tersebut dipandang bertentangan dengan nilai-nilai agama, 
nilai- nilai sosial dan nilai-nilai moral maka layak dikenakan sanksi 
pidana.  
Dari uraian di atas permasalahan yang ada di atas, dalam kasus 
lingkungan dan pencemaran, maka sanksi pidana akankah dijadikan 
premium remedium atau ultimum remedium, apabila ditinjau dari hukum 
pidana Islam. Dari situlah penulis melakukan penelitian yang berjudul 
ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM. 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan diantara lain: 
1. Bagaimana asas ultimum remedium dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan dalam Hukum Pidana Islam? 
2. Bagaiamana persamaan dan perbedaan terkait dengan sanksi dan 
penyelesaian masalah lingkungan hidup dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Hukum Pidana Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan 
sebagai berikut: 
9 
 
 
 
1. Untuk menjelaskan asas ultimum remedium dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Hukum Pidana Islam 
2. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan terkait dengan sanksi 
dan penyelesaian masalah lingkungan hidup dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat: 
1. Manfaat teoritis  
Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah 
a. Memperoleh penjelasan mengenai maksud dari asas ultimum  
remedium dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 
Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPPLH) ditinjau  dari hukum  pidana Islam 
b. Dengan penelitian ilmiah  ini diharapkan pada nantinya dapat 
menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial kususnya yang 
berkaitan lingkungan hidup dari Islam. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk menambah koleksi kumpulan penelitian ilmiah yang ada 
diperpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan di bidang 
lingkungan 
10 
 
10 
 
b. Hasil rujukan ini diharapkan  dapat dijadikan rujukan oleh 
masyarakat khusus masyarakat Islam dan civita akademika dalam 
mengkaji permasalahan lingkungan dan solusinya Indonesia 
E. Kerangka Teori 
1. Asas Ultimum remedium 
Ultimum mengandung makna paling akhir atau terakhir, 
sedangkan kata remedium ditemukan berasal dari kata remedy yang 
mengandung makna obat atau memperbaiki. Apabila dikaitkan dengan 
ultimum remedium dikaitan dengan penegakan hukum pidana 
lingkungan, maka harus dimaknai bahwa hukum administrasi 
dinyatakan tidak berhasil barulah hukum pidana didayagunakan 
sebagai upaya terakhir dalam memperbaiki lingkungan. 
Asas ultimum remedium merupakan salah satu asas yang 
terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yangmengatakan hukum 
pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum
12
. 
Menurut Sudarto, asas ultimum remedium adalah hukum pidana 
hendaknya baru diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak 
memadai,maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai 
fungsi yang subsidair (asas subsidiaritas)
13
.  
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Keterbatasan kemampuan hukum pidana disebabkan pada 
fungsi dan hakikat itu sendiri. Sanksi huku pidana itu bukan 
merupakan obat untuk mengatasi sebab-sebab penyakit namun 
merupakan mengatasi gejela/akibat dari penyakit tersebut. 
Penegakan hukum pidana dalam UU No.32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adanya perluasan 
alat bukti, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu, keterpaduan 
penegakan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi.
14
 
Ketentuan pidana terhadap lingkungan hidup yang terangkum dalam 
22 Pasal, antara Pasal 98 sampai dengan 119 UU No. 32 Tahun 2009. 
Dalam Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang 
definisi dari Ultimum remedium itu sendiri namun dalam ketentuan 
pidana, ada 1 ayat yang tersirat pemberlakuan asas ultimum remedium, 
yaitu pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi sebagai 
berikut: 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) hanya dapat 
dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak 
dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
15
 
2. Lingkungan Hidup 
Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 ayat (1) adalah kesatuan 
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 
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 Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, cet-2, 2011), hlm. 47. 
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Pasal 100 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 
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termasuk masusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup lain
16
. Semua mahkluk hidup sebenarnya bertempat 
tinggal didalam suatu lingkungan semuanyayang merupakan struktur 
eksistem. 
3. Pemidanaan dalam hukum pidana Islam 
Secara etimologis ta’zi>r berasal dari kata kerja azar  yang 
berarti memperbaiki atau mencegah
17
.  ta’zi>r adalah bentuk hukuman 
yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan 
menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim
18
. Menurut sebagian 
ulama yang dikutip oleh Rahmat Hakim ta’zi>r sebagai hukuman yang 
berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang 
tidak ditentukan Al-Qur’an dan Hadits, ta’zi>r berfungsi memberikan 
pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk 
tidak mengulangi perbuatan serupa. 
Ta’zi>r sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan 
had syar’i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencacimaki 
(pihak lain), tetapi bukan tuduhan zina.
19
 Berbeda dengan jari>mah 
qiṣāṣ dan jari>mah hudud yang jelas telah diterangkan dalam Al Qur’an 
                                                          
 
16
 UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) 
       
17
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dan Al Hadits, jari>mah ta’zi>r tidak disebutkan dalam Al-Qur’an 
maupun Al Hadits. jari>mah ta’zi>r untuk menentukan jenis dan 
ukurannya merupakan wewenang hakim atau penguasa daerah 
tersebut.  
Menurut Imam Al Syafi’I dan Abu Hanafiah yang dikutip oleh 
Nurul Irfani, memberikan hukuman ta’zi>r oleh selain penguasa atau 
hakim harus terikat dengan jaminan keselamatan karena mendidik dan 
memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh 
penguasa atau hakim yang memang ditugaskan oleh syariat.
20
 Maksud 
pemberian jari>mah ta’zi>r adalah agar pelaku tidak mengulangi 
kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. 
Menurut Rahmat Hakim jari>mah ta’zi>r adalah jari>mah yang 
sebagian terbesar jari>mah nya dan seluruh sanksinya ditentukan 
penguasa. Namun, ada sebagian kecil jari>mah ta’zi>r yang ditentukan 
syara’ walaupun dalam hal hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan 
ulul amri.
21
 
Pemikiran mengenai teori pemidanaan dalam Islam tidak lepas 
dari nilai-nilai dan norma dalam Islam itu sendiri, teori Islam tentang 
pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk 
Tuhan yang ada dalam Al-Qur’an. Dari beberapa kajian terhadap nash-
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nash dalam syariat Islam, para pakar merumuskan sejumlah teori 
tentang tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu:
22
 
 
a. Pencegahan (al-jazr) 
Menurut Ahmad Hanafi, pencegahan adalah menahan 
pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jari>mah nya, atau agar ia 
tidak terus menerus memperbuatnya, di samping pencegahan  
terhadap orang lain selain pembuat agar tidak ia memperbuat 
jari>mah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan 
terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama
23
.  
Dasar-dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai 
berikut
24
: 
1) Hukuman yang dijatuhkan  dapat mencegah semua orang 
(Placeholder1) untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak 
pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, 
hukuman itu untuk mendidik  si pelaku dan mencegah orang 
lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. 
2) Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan 
masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakar menuntut 
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hukuman diperberat, hukuman diperberat dan begitu 
sebaliknya. dalama hal ini tidak dibenarkan hukuman melebihi 
atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum. 
3) Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu 
dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman 
yang disyariatkan. Karena itu, tidak boleh membatasi dengan 
hanya menerapkan hukuman  tertentu tanpa hukuman yang 
lainnya. 
4) Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas 
dendam atas dirinya, melainkan sebagaiperbaikan dirinya. 
Semua hukuman dengan pelbagai bentuknya adalah pendidikan  
(ta’dib), perbaikan dan pencegahan yang saling berbeda sesuai 
dengan perbedaan dosa (tindak pidana). 
b. Pemulihan/perbaikan (al-islah) 
Pemulihan atau yang biasanya disebut dengan rehabilitasi 
merupakan tujuan pemidanaan dengan memperbaiki perilaku 
tindak kejahatan, pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk 
mengubah sikap dan perilaku tindak pidana agar tidak mengulangi 
kejahtannya
25
. Tujuan dari hal tersebut, agar pelaku kejahatan 
berbuat baik setelah melakukan hukuman. 
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Dalam jari>mah ta’zi>r, jenis tindak pidana merupakan selain 
jari>mah hudud, jari>mah qiṣāṣ diya>t, dan kifarat. jari>mah ta’zi>r ada 
berbagai macam hukuman diantaranya: 
a. Hukuman mati 
b. Hukuman dera/jilid 
c. Hukuman kurungan 
d. Pengasingan 
e. Hukuman salib 
f. Hukuman pengucilan 
g. Ancaman, teguran, peringatan 
h. Denda  
F. Tinjaun Pustaka 
Sejauh pengamatan penulis, penelitian terdahulu mengenai asas 
ultimum  remedium dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 
Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 
dinjau  dari hukum  pidana Islam sudah banyak, akan tetapi jika 
difokuskan pada segi hukum pidana Islam itu sendiri masih sedikit 
Penelitian yang dilakukan oleh Isti‟adatul Khusniyah berjudul 
Prinsip-prinsip good governance dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di 
Indonesia perspektif hukum Islam, dalam skripsi ini menjelaskan 
Pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan 
yang baik (Good Governance) yang terkandung dalam Undang-Undang 
17 
 
 
 
Nomor 32 tahun 2009 dipandang dari segi hukum Islam. Prinsip Good 
Gonvernance dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki kesesuaian nilai-nilai dasar 
Islam yaitu Syura’, meninggalkan yang nilai yang tidak berguna, amanah, 
al-Mas'ulliyyah, keadilan, orientasi kedepan
26
.  
Jurnal yang ditulis oleh Lidya Suryani W. peneliti madya bidang 
hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) 
Sekretariat Jenderal DPR RI yang berjudul Ultimum remedium dalam 
bidang Lingkungan Hidup yang menjelaskan penelitian tersebut 
menggunakan pendekatan yuridis dimana asas ultimum remedium dikaji 
kelayakan dalam menangulangi permasalahan lingkungan hidup. 
Kelayakan tersebut apakah dapat dipertahakan apabila menimbulkan 
dampak negatif terhadap lingkungan kehidupan dan jiwa. Perbedaan 
dengan peneliti lakukan adalah dalam mengkaji kelayakan asas ultimum 
remedium dalam menanggani kasus lingkungan hidup dari hukum pidana 
dan peneliti lakukan di dtinjau dari hukum pidana Islam
27
.  
Penelitian yang dilakukan oleh Mu’aarrafah Saifullah yang 
berjudul penafsiran M. Quraish Shihhab terhadap ayat-ayat pelestarian 
lingkungan dalam skripsi ini menjelaskan tafsiran yang dilakukan oleh M. 
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Quraish Shihhab tentang pelestarian lingkungan, dan cara menggunakan 
yang digunakan dalam menafsirkan ayat tentang lingkungan hidup metode 
yang digunakan antara lain corak tafsir bi al-ra’yi (berdasarkan pada 
penalaran dan ijtihad), tafsir al-’ilmī (berdasarkan pada teori-teori ilmu 
pengetahuan) dan tafsir al-adab al-ijtima’ī (corak penafsiran yang 
cenderung kepada persoalan sosial kemasyarakatan)
28
. 
G. Metode penelitian 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 
konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak 
adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu
29
 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur 
analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 
kuantifikasi lainnya.
30
 
Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan 
menyimpulkan objek skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 
kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian dengan konteks dan 
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latar apa adanya bukan melakukaneksperimen yang dikontrol secara ketat 
atau memanipulasi variabel.
31
 
Penelitian ini antara lain terbagi dalam : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (Library 
Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 
menelaah dan mengkaji literature ilmiah atau buku-buku yang terdapat 
dalam suatu perpustakaan. Library Research adalah metode penelitian 
dengan pengumpulan data dari bahan tertulis (teori-teori) yang 
berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang mengandalkan atau 
memakai sumber karya tulis kepustakaan.
32
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat 
deskriptif analitis,
33
 yakni mendeskripsikan atau menguraikan teori-
teori yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam 
menganalisis Asas tersebut dari tinjau hukum pidana Islam. 
3. Sumber Data 
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Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah dalam 
bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Sumber data 
dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Bahan Hukum Primer 
Sumber data primer, Al-Qur’an, norma atau kaidah dasar, 
yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 
No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lngkungan Hidup 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Sumber data sekunder yang digunkan dalaam penelitian ini 
adalah segala bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan masalah 
penelitian, baik dari sumber dokumen ataupun buku-buku, Koran, 
artikel, jurnal, majalah dan tulisan-tulisan pada sistem internet 
tentang lingkungan hidup  
4. Analisis Data 
Data hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, 
yaitu penulis menggambarkan hasil peneliltian yakni asas ultimum 
remedium dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengeolalaan Lingkungan Hidup ditinjau dari Hukum Pidana Islam 
dengan sejelas-jelasnya. 
Pengelolaan data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi data, 
klasifiksi data, dan sistemasasi data. Untuk data yang disajikan dalam 
21 
 
 
 
bentuk uraian dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, 
selanjutnya ditarik kesimpulan. 
Data yang telah diolah kemudian di analisis dengan 
menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif yang 
berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan 
kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, penulis 
menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan 
dengan persoalan yang dibahas.  
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pengkajian dan pembahasan karya tulis ini, 
penelitian akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu dengan sistematika 
sebagai berikut : 
BAB I PENDAHUUAN memuat tentang gambaran secara garis 
besar mengenai penelitian ini secara menyeluruh yang dikemas dalam 
susunan latar belakang secara ringkas dan padat mengenai ide utama 
permasalahan dalam penelitian ini dan mengenai apa yang menjadi alasan 
dilaksanakan penelitian.. 
BAB II berisi gambaran umum asas ultimum remedium dalam 
hukum positif dan hukum pidana Islam yang isinya meliputi pengertian  
ultimum remedium dalam hukum positif dan hukum pidana Islam 
BAB III berisi tentang hukuman terhadap pelaku perusak 
lingkungan dalam UU Nomor 32 tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam, 
22 
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yang meliputi sanksi dan pola penyelesaian kasus lingkungan hidup dalam 
UU Nomor 32 tahun 2009 dan hukum pidana Islam 
BAB IV berisi tentang analisis komparatif pola penyelesaian kasus 
pelanggaran lingkungan yang menggunakan asas ultimum remedium 
dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam bab ini membahas 
persamaan dan perbedaan sanksi dan pola penyelesaian dalam hukum 
positif dan hukum pidana Islam. 
BAB V adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-
saran. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM 
POSTIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Konsep Umum Ultimum remedium dalam Hukum Positif dan Hukum 
Pidana Islam 
1. Ultimum remedium dalam Hukum Positif 
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkadang keamanaan 
dan ketertiban terganggu oleh orang yang mencoba melakukan tindak 
kejahatan. Kejahatan timbul diakibatkan dari berbagai aspek seperti aspek 
ekonomi, aspek sosial , aspek budaya dan lain-lainya  yang dapat membuat 
keresahan dalam masyarakat. 
Untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat 
agar terjaga dari perilaku kriminal, hukum pidana dipandang dapat 
mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang dilakukan oleh 
oknum/orang ajak diberikan sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban 
tindak pidananya. Hal ini sesuai dengan konsep pembentukan sebuah 
Negara yang menurut JJ. Rosseau, didasarkan pada perjanjian masyarakat. 
Rakyat bersepakat mengadakan sebuah perjanjian luhur yang dituangkan 
dalam sebuah hukum dasar berwujud konstitusi Negara, berserta 
peraturan-peraturan dibawahnya.
34
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Hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan 
orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi 
kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan 
yang serasi dari kejahatan/tindakan oleh satu pihak/ pemerintah yang 
sewenang-wenang.
35
 
Dalam KHUP tidak ada formulasi yang jelas tentang tujuan 
pemidanaan sehingga terkesan pidana merupakan bentuk pembalasan bagi 
pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan 
mengabaikan tujuan yang lainya seperti hal perlindungan masyarakat (asas 
legalitas) dan memperbaiki diri pelaku. Dalam hal ini, kepentingan 
masyarakat harus diperhatikan sebagai aspek perlindungan masyarakat 
yaitu perlindungan tehadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai 
yang terganggu dalam masyarakat.
36
 
Dalam hal ini hukum pidana dan sistem peradilan pidana saat ini 
tidak memberikan keadilan bagi masyarakat karena keadilan yang 
ditegakkan masih bersifat pembalasan. Penyelesaian perkara pidana 
mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam 
peradilan pidana, telah melahirkan keadilan retributif berorintasi pada 
                                                                                                                                                               
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. 2018. hlm. 
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pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan
37
. Menurut Neger 
Walker memberikan pengertian mengenai pembalasan (retributif), yaitu:
38
 
a. Retaliatory retribution adalah dengan sengaja membebankan suatu 
penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu 
menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang 
dilakukannya 
b. Distibutive retribution adalah pembatasan terhadap bentuk-bentuk 
pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap meraka mereka yang 
melakukan kejahatan 
c. Quantitative retribution adalah penbatasan terhadap bentuk-bentuk 
pidana yang mempunyai tujuan lain dari pemabalasan sehingga 
bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekajaman 
yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan. 
Ancaman hukum pidana harus tetap menjadi suatu ultimum 
remedium. Setiap anacaman pidana ada sanksi yang maksimal/berat, 
namun tidak berarti ancaman pidana ditiadakan, tetapi harus 
mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana tersebut, dan harus 
menjaga jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat dari penyakitnya
39
. 
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Menurut Mr. De Bunt  oleh ultimum remedium mempunyai arti 
tiga macam , yatitu sebagai berikut
40
: 
a. Hukum pidana itu hanya diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan 
yang sangat tidak benar etis. Hukum pidana merupakan alat yang 
sangat berat karena ciri khas pidana itu adalah nestapa yang dengan 
sengaja dikenakan. Oleh karena itu, hukum pidana harus dipandang 
sebagai ultimum remedium didasarkan pada: 
1) Hukum pidana harus bersifat retributif 
2) Pelanggaran hukum lingkungan pada hakikatnya tidak penting 
secara etis. 
b. Hukum pidana sebagai ultimum remedium karena sanksi hukum pidana 
lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan 
memberikan efek samping, maka hendaknya diterapkan jika sanksi 
bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan maslah pelanggaran 
hukum (obat terakhir)
41
 
c. Hukum pidana sebagai ultimum remedium karena pejabat 
administrasilah yang mengatahui terjadinya pelanggaran.  Dlam hal ini 
pejabat administrasi/yang memberikan izin  harus lebih dahulu 
memberi sanksi karena izin telah dilanggar. 
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Dalam asas ultimum remedium juga mengandung unsur penjatuhan 
sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena orang yang 
melakukan tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia, hak untuk 
hidup, hak keadilan dan hak untuk memperbaiki diri. Penerapan asas 
ultimum remedium diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang 
menguntungkan bagi semua pihak, baik korban, pelaku dan masyarakat 
luas.
42
 
2. Ultimum remedium dalam Hukum Pidana Islam 
a. Pengertian hukuman 
Hukuman dalam bahasa Arab disebut Uqubah. Lafaz ‘uqubah 
menurut bahasa berasal dari kata (بقع) yang sinonimnya ( ءْاجْوْهفلخ 
هبقعب), artinya menggiringnya dan datang dibelakangnya.43 Dalam 
pengertian yang hampir sama dan mendekati yang hampir sama 
dengan lafaz ( (بقع yang sinonimnya (لعفْ ابمْ ءْ اوسْ هْ ازج), artinya 
membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.
44
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Menurut Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman 
sebagai berikut:
45 
ِْعِْرْاَّشلاِْر  مَْاِْنْاَي  صِعْىَلَعِْةَعْاََمَلْ اِْةَحَل  صِمَلُْرِْرَقُمَل اُْءَْاَز  لَْاَْيِهَُْةب  وُقُع َلا 
Artinya: hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah 
syara’ yang ditetapkan untuk melakukan kemaslahatan 
masyarakat. 
Menurut Rahmat Hakim, hukuman merupakan penimpaan derita 
atau kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang 
telah di perbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku 
akibat pelanggaran perintah syara.
46
 
Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu 
sendiri, menerapakan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan 
kenyamanan individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan 
yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat baik jiwa, harta, 
maupun kehormatan.  
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Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman yang terdapat antara lain: 
ِْْْوَأْ  مُكِسُف  َنأْ ىَلَعْ  وَلَوْ َِِّلِلّْ َءاَدَهُشْ ِط  سِق لِبِْ َينِماَّو َقْ اُونوُْك اوُنَمآْ َنيِذَّلاْ اَهُّ َيأْ َيَ
 ْنُكَيْ  نِإَْينِبَر  قلأاَوِْن يَدِلاَو لاْْاوُلِد ع َتْ  َنأْىََو  لْاْاوُعِبَّت َتْلاَفْاَمِِبَِْلَ وَأَُّْلِلَّافْا يرِقَفْ  َوأْاًّيِنَغ
(ْا يرِبَخَْنوُلَم ع َتَْابمَْناَْك ََّلِلّاَّْنَِإفْاوُِضر ع ُتْ  َوأْاوُو ل َتْ  نِإَو١٣٥) 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang 
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 
kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar 
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 
kamu kerjakan
47
. (Q.S. An-Nisa ayat 135) 
 
ْاوُمُك َتَْ  نَأْ ِساَّنلاْ َ  ين َبْ  مُت  مَكَحْ اَذِإَوْ اَهِل  هَأْ َلَِإْ ِتَنَاَملأاْ اوُّدَؤ ُتْ  نَأْ  مُُكرُم َيَََّْلِلّاْ َّنِإ
ََّْلِلّاَّْنِإِْهِبْ مُكُظَِعيْاَّمِِعنَْ َّلِلّاَّْنِإِْل  دَع لِبِْْ(ْا يرِصَبْا عي
َِسََْناَك٥٨) 
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat
48
. (Q.S. An-Nisa ayat 
58). 
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Dari beberapa kajian terhadap nash-nash dalam syariat Islam, para 
pakar merumuskan sejumlah teori tentang tujuan pemidanaan (hukuman) 
dalam Islam yaitu:
49
 
a. Pencegahan (al-jazr) 
Menurut Ahmad Hanafi, pencegahan adalah menahan pembuat 
agar tidak mengulangi perbuatan jari>mah nya, atau agar ia tidak terus 
menerus memperbuatnya, di samping pencegahan  terhadap orang lain 
selain pembuat agar tidak ia memperbuat jari>mah, sebab ia bisa 
mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang 
memperbuat pula perbuatan yang sama
50
.  Dasar-dasar yang 
mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut
51
: 
1) Hukuman yang dijatuhkan  dapat mencegah semua orang 
(Placeholder1) untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak 
pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, hukuman 
itu untuk mendidik  si pelaku dan mencegah orang lain untuk 
meniru dan mengikuti perbuatannya. 
2) Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan 
masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakar menuntut hukuman 
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diperberat, hukuman diperberat dan begitu sebaliknya. dalama hal 
ini tidak dibenarkan hukuman melebihi atau kurang dari 
kemaslahatan masyarakat umum. 
3) Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan 
memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang 
disyariatkan. Karena itu, tidak boleh membatasi dengan hanya 
menerapkan hukuman  tertentu tanpa hukuman yang lainnya. 
4) Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam 
atas dirinya, melainkan sebagaiperbaikan dirinya. Semua hukuman 
dengan pelbagai bentuknya adalah pendidikan  (ta’dib), perbaikan 
dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan dosa 
(tindak pidana). 
b. Pemulihan/perbaikan (al-islah) 
Pemulihan atau yang biasanya disebut dengan rehabilitasi merupakan 
tujuan pemidanaan dengan memperbaiki perilaku tindak kejahatan, 
pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan 
perilaku tindak pidana agar tidak mengulangi kejahtannya
52
. Tujuan 
dari hal tersebut, agar pelaku kejahatan berbuat baik setelah melakukan 
hukuman. 
b. Bentuk-bentuk Hukuman 
Hukuman dibagi menjadi beberapa sesuai dengan tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku: 
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1) Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapatnya nash 
dalam al-Qur’an dan Al Hadits. Maka dibagi menjadi dua macam: 
a) Hukuman yang ada nashnya meliputi hukuman hudud, qis}ha>s, 
diya>t dan kafarah, seperti hukuman-hukuman bagi pezina, 
pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang 
menzihar istrinya. 
b) Hukuman yang tidak ada nashnya, meliputi hukuman ta’zi>r 
seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak 
melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu 
lintas. 
2) Hukuman bagi segi objek, hal ini dapat dibagi menjadi tiga 
macam: 
a) Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam dan jilid 
b) Hukuman yang berkenaan dengan jiwa seperti ancaman, 
peringatan, atau teguran. 
c) Hukuman denda, ganti rugi, diya>t dan penyitaan harta53. 
3) Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan 
perkara, maka dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 
a) Hukuman yang bersifat terbatas, yaitu ketentuan pidana yang 
ditetapkan oleh nash tidak ada batas terendah dan tertinggi. 
Contoh hukuman dera bagi penuduh zina 80 kali atau dera bagi 
peminum minuman keras. 
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b) Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih 
4) Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman 
lain, hukuman dapat dibagi menjadi 4 macam: 
a) Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyyah) 
Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyyah) adalah hukuman 
utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi 
pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diya>t 
bagi pelaku tidak sengaja, jilid 100 seratus bagi pezina ghair 
muhsan. 
b) Hukuman pengganti (al-uqubat al-badaliyah) 
Hukuman pengganti (al-uqubat al-badaliyah) merupakan 
hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok 
(hukuman asli) yang karena suatu tidak dapat dilaksanakan, 
seperti hukuman ta’zi>r dijatuhkan bagi pelaku karena jari>mah 
had yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau 
hukuman diya>t dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja 
dimaafkan keluarga korban. 
c) Hukuman tambahan (al-uqubat al-taba’iyah) 
Hukuman tambahan (al-uqubat al-taba’iyah) adalah hukuman 
yang dikenakan menggiringi hukuman pokok.  Contohnya 
seorang pembunuh pewaris,tidak mendapat warisan dari harta 
si terbunuh. 
d) Hukuman pelengkap (al-uqubat al-takmiliyah) 
Hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah 
dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh 
hakim
54
.  
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Penyelesaian jari>mah qishsas- diya>t dirumuskan dalam Kitab Suci 
AL-Quran dan Al-Hadist. Pengaturannya secara tegas dan termasuk ayat 
Qoth’i dalam Al-Quran dan Al-Hadist sehingga tidak menimbulkan 
perbedaan dalam memahaminya.  
Formulasi hukuman jari>mah qis}ha>s}- diya>t dalam hukum pidana 
Islam adalah unik. Tidak seperti hukum positif Barat yang menggolongkan 
kejahatan pembunuhan atau penganiayaan dalam aspek pidana murni, 
hukum Islam menyertakan aspek perdatanya. Menurut  Daud Ali yang 
dikutip oleh Hambali Yusuf dan Saifullah Basri yang mengatakan  
“hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antar hukum 
perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut 
sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik 
dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya.
55”  
Bila dalam perspektif hukum positif kejahatan tersebut 
menyangkut kepentingan publik, sehingga wewenang untuk menjatuhkan 
hukuman sepenuhnya ada di tangan negara, tanpa campur tangan korban 
sedikitpun untuk menghapus atau mengganti hukuman. Sementara dalam 
hukum pidana Islam pihak korban atau para walinya bisa memaafkan 
hukuman qis}ha>s untuk diganti dengan hukuman diya>t yang diserahkan 
kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalm Surat Al-Isra’:  
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 ْظَمَْلُِتقْ  نَمَوْ ِّق  َلِْبِْلاِإُْ َّلِلّاَْمَّرَحِْتَِّلاَْس  فَّ نلاْاوُل ُت  ق َتْلاَوْلاَفْ  نََاط لُسِْهِِّيلَوِلْاَن لَعَجْ  دَق َفْا موُل
(ْا روُص نَمَْناَْك ُهَّنِإِْل تَق لاِْفْ  فِر  سُي٣٣) 
Artinya: dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang 
benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka 
Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli 
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam 
membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat 
pertolongan. (Surah Al-Israa’ Ayat 13)56 
Model penyelesaian jari>mah qis}ha>s -diya>t dalam hukum pidana 
Islam yang melibatkan korban tidak dirumuskan dalam ketentuan tertulis 
layaknya dalam system model penyelesaian kasus pidana indonesia yang 
menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana yang menggunakan 
hukum formil, hukum materiil, dan hukum pelaksanaan. Dalam hukum 
pidana Islam sepenuhnya diselesaikan diluar sistem peradilan pidana.
57
  
Model penyelesaian diluar peradilan pidana sesungguhnya sudah 
dimulai dengan gagasan restorative justice. Model penyelesaian ini 
menghendaki pelibatan korban, masyarakat dan pelaku dalam 
menyelesaikan tindak pidana. Model penyelesaian model hukum pidana 
qis}ha>s diya>t sangat relevan dijadikan model penyelesaian tindak pidana 
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yang hanya merugikan korban, dan tidak merugikan masyarakat dan 
negara. 
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BAB III 
HUKUMAN TERHADAP PELAKU PERUSAK LINGKUNGAN DALAM 
UU NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Hukuman terhadap pelaku perusak lingkungan dalam UU Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
1. Sanksi dan Pola penyelesaian kasus lingkungan hidup UU Nomor 32 
Tahun 2009 
Hukum lingkungan memang berbeda dengan jenis hukum lainnya, 
dalam memberikan sanksi bukan hanya lingkup hukum administarisi 
(perizinan), tetapi juga menyangkut hukum pidana dam hukum perdata. 
Dalam hal ini memberikan keluasan dalam memberikan sanksi bagi 
pelaku, akan tetapi juga mengakibatkan kesulitan bagi penegak hukum dan 
para pencari keadilan. Kesulitan yang tersebut pada setiap kasus harus 
diadakan pilihan aspek mana dari aspek administrasi, pidana dan perdata 
yang akan merupakan sarana paling efektif untuk menegakan hukum 
lingkungan.  
Menurut Andi Hamzah untuk menentukan sanksi apa yang akan 
dikenakan terhadap suatu kasus pelanggaran lingkungan hidup, seharusnya 
dibicarakan oleh lembaga MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah). 
Melalui musyawarah antara Pemda, Kepolisian dan Kejaksaan, bisa 
ditentukan kasus-kasus mana yang perlu ditindak secara administratif, 
perdata dan pidana. Penegak hukum lingkungan dapat dilakukan secara 
38 
 
38 
 
prenventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.
58
 
Penyelesaian terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan yang 
terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, ada tiga macam 
penyelesaian masalah tersebut: 
a. Penyelesaian melalui penegakan hukum Administrasi 
Secara  umum, hukum Administrasi dapat diartikan sebagai 
hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa 
menjalankan tugas-tugasnya yang mengatur tentang hubungan-
hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara dengan para warga 
masyarakat atau rakyat.
59
 Dalam penegakan hukum Administrasi ada 3 
macam yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan 
dan keadilan. 
Sebagai fungsional, Undang-Undang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan 
hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum adiminstrasi, hukum 
perdata dan hukum pidana.  Penegakan hukum melalui tiga instrumen 
hukum ini merupakan upaya represif yang dilakukan secara efektif, 
konsekuen dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan 
lingkungan.
60
 Di antara tiga bentuk penegakan hukum lingkungan, 
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penegakan administrasi dianggap sebagai upaya yang terpenting, 
karena penegakan administrasi lebih ditujukan kepada upaya untuk 
mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di 
samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk 
menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.
61
 
Sanksi administrasi didefinisikan suatu tindakan hukum (legal 
action) yang diambil oleh pejabat tata usaha negara yang bertanggung  
jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan 
lingkungan.  Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 memberikan 
kewenangan kepada menteri yang luas dalam bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasi instansi lain. Di 
samping itu,  pemerintah memberikan kewengan  kepada Pemerintah 
Daerah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup.   
Penagggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup dengan melakukan antara lain:
62
 
1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup kepada masyarakat 
2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan hidup 
3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup dan/atau 
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4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan, 
sebagai berikut:
63
 
1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar 
2) Remediasi 
3) Rehabilitasi 
4) Restorasi dan/atau 
5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
Pemberian sanksi administratif dapat dilakukan oleh Menteri, 
Gubernur, atau bupati/walikota kepada penanggung jawab usaha dan 
atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap 
izin lingkungan. Sanksi administarif terdiri atas:
64
 
1) Teguran tertulis 
2) Paksaan pemerintah 
3) Pembekuan izin lingkungan 
4) Pencabuatan izin lingkungan 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan 
pendekatan instrumen administrasi, juga tetap berpatokan pada 
peraturan perundang-undangan yang bekaitan dengan masalah 
lingkungan hidup. 
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 Pasal 76 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009  
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b. Penegakan Sanksi Hukum Perdata 
Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum 
terpenting kedua setelah hukum administrasi karena tujuan dan 
penegekannya hanya berfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh 
korban kepada pihak yang melakukan pencemaran atau perusak 
lingkungan. Dalam hal ini, upaya penegakan hukum perdata 
meringankan tugas negara dikarenakan negara tidak perlu 
mengeluarkan biaya penegakan hukum dan rakyat yang otomatis 
biayanya dalam  penegakan hukum ditanggung oleh rakyat. 
Setiap perbuatan keperdataan itu mengakibatkan penderitaan 
atau kerugian pada pihak lain, maka pihak yang membuat kerugian itu 
harus mengganti kerugian akibat perbuatannya itu, baik perbuatan 
melawan hukum maupaun karena wan prestasi dalam perjanjian.
65
 
Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum maupun 
wanprestasi maka ada kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak 
sehingga harus membayar ganti kerugian. Disini fokus dari hukum 
perdata yaitu mengganti kerugian.  
Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup melalui jalur hukum perdata ada dua 
macam yaitu penyelesaian lingkungan hidup melalui pengadilan dan di 
luar pengadilan sesuai yang tedapat pada Pasal 84-93. Penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup ini meliputi sebagai berikut: 
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1) Penyelesaian melalui Pengadilan 
Sengketa lingkungan Penyelesaian sengketa lingkungan 
hidup melalui pengadian  dapat dilakukan melalui gugatan perdata 
biasa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, baik 
anggota masyarakat biasa sebagai korban yang mengalami 
kerugian, melalui legal standing/LSM, ataupun pemerintah dalam 
hal ini instansi  yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan 
hidup untuk kepentingan masyarakat.
66
 Jadi sengkata lingkungan 
hidup dapat diajukan gugatan ke pengadilan apabila memenuhi 
unsur-unsur : 
a) Adanya perbuatan melanggar hukum, berupa pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup 
b) Menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan 
hidup 
Penyelesaian senegketa lingkungan hidup melalui 
pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan 
berdasarkan pasal 87 ayat (1) UUPLH jo Pasal 1365 BW tentang 
ganti kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum.
67
 Dalam 
hal ini, penggugat atau korban sangat sulit dan kemungkinan untuk 
menang sangatlah kecil. Hal ini disebabkan karena:
68
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a) Membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 
BW, terutama unsur kesalahan dan unsur hubungan kasual. 
Dalam pembuktian dan menerangkan pencemaran lingkungan 
secara ilmiah oleh penderita/penggugat sangat sulit. 
b) Masalah beban  pembuktian yang menurut Pasal 1865 
BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg merupakan kewajiban 
penggugat.  Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan, 
korban pada umunya awam soal hukum dan seringkali berada 
pada posisi ekonomi lemah,bahkan sudah dalam keadaan 
sekarat. 
Selain ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak korban/ 
tergugat, ada cara lagi penyelesaian sengketa lingkungan dengan 
cara penyelesaian melalui Gugatan Perwakilan (class action) dan 
Gugatan Organisasi (legal Standing). Keduanya dapat dilakukan 
oleh satu orang atau beberapa orang untuk mewakili yang merasa 
dirugi kan dengan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. 
a) Gugatan perwakilan (Class Action) 
Gugatan perwakilan adalah merupakan prosedur 
beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak 
prosedural bagi satu atau sejumlah orang (jmlah tidak banyak) 
bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan 
kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang 
44 
 
44 
 
mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.
69
 Dalam 
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup telah mengetur mengenai Gugatan perwakilan sebagai 
upaya kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili 
masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar 
kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan.
70
 
Sebagaimana telah diatur dalam telah diatur dalam pasal 91 UU 
Nomor 32 Tahun 2009 : 
i. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan 
kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan /atau 
kerusakan lingkungan 
ii. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta 
atau peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan di antara 
wakil kelompok dan anggota kelompoknya 
iii. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksnakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dalam pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup dapat 
mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungs 
lingkungan hidup
71
. Gugatan tersebut dapat diajukan kepada 
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Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dapat dilakukan oleh 
setiap orang yang telah dirugikan. Gugatan ke PTUN berisi 
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang isinya 
berupa izin agar membatalkan atau tidak sah, sehingga putusan  
(hakim PTUN) segera menghentikan pencemaran lingkungan 
akibat izin yang tidak cermat.
72
 
b) Gugatan Organisasi (Legal Standing) 
Legal standing diartikan sebagai hak seseorang, 
sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan 
sebagai penggugat dalam Pola gugatan perdata (civil 
Proceding) yang disebut hak gugat.
73
 Menurut Paulus Effendi, 
sebagaimana yang dikutip oleh Triwanto, bahwa dalam bidang 
lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan dimana suatu 
organisasi atau kelompok orang mengajukan gugatan dengan 
mendasarkan kepada kepentingan yang tidak bersifat diri 
pribadi meraka atau kepentingan orang banyak (masyarakat).
74
 
Dalam hal ini, peran lembaga swadya masyarakat (LSM) 
atau organisasi lingkungan seperti WALHI secara nyata 
bergerak di lingkungan hidup terhadap gugatan konservasi. Hal 
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ini sesuai dengan ketentuan pasal 92 ayat (3) bahwa organisasi 
lingkungan dapat mengajukan gugatan harus memenuhi syarat: 
i. Berbentuk badan hukum 
ii. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa 
oraganisasi tersebut didirikan untuk kepentingan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup dan 
iii. Telah melaksanakan kegiatan nyata  sesua dengan 
dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. 
Legal standing LSM lingkungan diperlukan pada gugatan 
konservasi. Gugatan yang dilakukan oleh ditujukan bukan untuk 
ganti kerugian kepentingan oraganisasi, tetapi harus ada korban 
yang nyata yang secara terang memberikan kuasa kepada LSM 
lingkungan tersebut untuk mengugat ganti kerugian. Gugatan 
tersebut sebatas permohonan agar hakim memutuskan bahwa 
kegiatan-kegiatan yang telah melanggar ketentuan tertentu 
diberhentikan atas putusan pengadilan melalui acara singkat untuk 
mentaati peraturan yang berlaku.
75
 
2) Penyelesaian di luar Pengadilan 
Apabila para pihak yang bersengketa tentang lingkungan 
hidup telah memilih peneyelesaiannya di luar pengadilan, maka 
gugatan ke pengadilan hanya dapat dilakukan apabila Pola 
penyelesaian sengketa diluar pengadilan sudah dinyatakan tidak 
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berhasil oleh sesorang atau para pihak yang bersengketa. Hal ini 
dimaskudkan agar terdapat kepastian hukum danjuga tidak terjadi 
putusan yang berbeda.
76
 
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut UU No. 
32 tahun 2009 bertujuan untuk mencapai kesepakatan untuk: 
a) Bentuk dan besarnya ganti rugi 
b) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan 
c) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya 
pencemaran dan/ atau perusakan 
d) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap 
lingkungan hidup.
77
 
Mengenai ketentuan sengketa yang diselesaiakan melalui 
mekanisme di luar pengadilan diperlukan jasa orang ketiga netral 
yang digunakan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup yang secara jelas yaitu mediator dan/ atau 
abiter.
78
 Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak 
berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup, artinya bahwa 
yang dapat diselesaiakan di luar pengadilan yang berkaitan dengan 
ganti kerugian sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) UU No. 32 Tahun 
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2009. Apabila terjadi tindak pidana lingkungan maka diselesaiakan 
dengan jalur penegakan melalui jalur hukum pidana. 
c. Penegakan Sanksi Hukum Pidana 
Penegakan hukum pidana dipandang sebagai ultimum 
remedium atau upaya hukum terakhir karena penegakan hukum 
ditujukan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pencemaran 
dan atau perusak lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana ini dapat 
menimbulkan efek penjera yang sangat efektif dan dalam praktiknya 
penegakan hukum pidana selalu secara selektif.
79
 
Dalam UUPPLH semakin bahwa penegakan hukum pidana 
lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang 
mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya 
terakhir setelah penerapan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. 
Penerepan asas ultimum remedium ini hanya berlaku pada tindak 
pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku 
mutu air limbah, emisi dan gangguan
80
. Asas ultimum remedium ini 
hanya dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan 
tidak patuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. 
Ketentuan pidana pada UUPPLH diatur pada diatur pada Pasal 
98-120, terdapat 12 pasal tentang delik formil. Asas ultimum remedium 
ini hanya dapat dikenakan pada pasal 100 ayat (2), selebihnya fungsi 
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hukum pidana primum remedium
81
. Tindak pidana lingkungan hidup 
diatur Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, dimulai dari pasal 97 sampai 
dengan pasal 120 UU No 32 tahun 2009. 
Penegakan hukum lingkungan secara hukum pidana dalam 
penjelasan umum poin 6 UU No 32 tahun 2009 yang menyatakan 
penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan 
ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat 
bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan 
penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi
82
. 
Pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 secara garis besar 
telah menggolongkan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana 
lingkungan hidup, antara lain: 
1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup 
2) Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-
undangan ke dalam wilayah NKRI 
3) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke 
media lingkungan hidup NKRI 
4) Memasukan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI 
5) Membuang limbah ke media lingkungan hidup 
6) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup 
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7) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin 
lingkungan 
8) Melakukan pembukaan lahan secara membakar 
9) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan 
amdal dan/atau 
10) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan 
informasi, merusak lingkungan,atau memberikan keterangan yang 
tidak benar.
83
 
Penegakan hukum lingkungan hidup saat ini sulit dilakukan 
karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan 
lingkungan
84
. Tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan selain UUPPLH dan KHUP. Dalam hal 
itu, maka diperlukan kecermatan dari penegak hukum,terutama 
penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam 
menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
tindak pidana lingkungan hidup
85
. 
Penegakan hukum pidana lingkungan melalui berbagi Pola 
yang telah diatur dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) 
maupun hukum pidana materiil. Penegakan hukum pidana ini sebagai 
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pelaksana norma hukum lingkungan melalui keputusan peradilan 
pidana. Pola (putusan) sebelumnya sudah melalui penyidik dan 
penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dalam rangka penegakan 
hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat 
dilakukan penegekan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri 
sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri
86
.Dalam 
hal penangganan tindak pidana lingkungan hidup berPola dari 
penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik 
Indonesia, pejabat pegawai negara sipil tertentu di lingkungan instansi 
pemerintah yang lingkup dan tanggungjawab di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik 
sebagaimana dimaskud dalam Hukum acara pidana untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
87
 
B. Hukuman pelaku perusak lingkungan dalam hukum pidana Islam 
1. Pola penyelesaian kasus Lingkungan hidup dalam Hukum Pidana 
Islam 
a. Sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan hidup 
Dalam hukum pidana Islam mengenal model menyelasaikan tindak 
pidana (jari>mah) q}is}a>s - diya>t yaitu tindak pidana pada pembunuhan biasa 
atau pembunuhan karena kelalaian, sebagai berikut: 
a. Model penyelesaian q}is}a>s 
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b. Model penyelesaian maaf diya>t 
c. Model maaf 
Selain itu, hukum pidana Islam juga mengenal dengan metode 
penyelesaian masalah dengan restorative justice dimana pola 
penyelesaian dengan praktek pendekatan keadilan substantif dalam 
masyarakat, bukan pola penegakan hukum dengan pola keadilan 
undang-undang atau keadilan formal.
88
 
a. Model pertama adalah penyelesaian model q}is}a>s diya>t dengan cara 
penyelesaian menggunakan litigasi dan non letigasi. Penyelesaian 
litigasi yaitu dengan menerapkan q}is}a>s atau balasan setimpal jika 
pelaku tidak mendapat maaf dari korban. 
b. Model yang kedua adalah penyelesaian jari>mah dnegan 
menerapkan non litigasi atau dengan negosiasi dimana 
penyelesaian dilakukan dengan negosiasi damai antara korban 
dangan pelaku dengan cara bahwa pelaku jari>mah diberi maaf oleh 
korban atau keluarga korban dengan membayar diya>t atau kerugian 
jika cara ini disepakati maka pembayaran diya>t dapat dibebaskan 
pelaku jari>mah. 
c. Model ketiga adalah pola penyelesaian pemberian maaf dari korban 
atau keluarga korban tanpa membayar diya>t ataupun denda tetapi 
hakim bisa menghukum pelaku jari>mah diya>t dengan ta>’zir. 
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1) Pengertian Jari>mah 
jari>mah memiliki mengadung arti perbuatan buruk,jelek 
atau dosa. Adapun penegertian jari>mah sebagai berikut: 
ٍْر يِْز ع َتْ  َواٍْدَبِْاَه   نَعْ  لِلّاَْرَجَْزُْة ىِعْ  رَشْ  تَْارْ  ُوظ َمَ 
Artinya: larangan-larangan Syara’ (yang apa dikerjakan) 
diancam Allah dengan hukuman had atau ta>’zir89 
Dalam hal kata jinayah kata jari>mah pun mencakup 
perbuatan ataupun tidak berbuat, mengejarkan ataupun 
meninggalkan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan 
jari>mah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas 
dilarang oleh perbuatan, tetapi juga dianggap sebagai jari>mah kalau 
seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus 
dia kerjakan. Dalam hal ini, menurut Abdul Qadir Audah yang 
dikutip Rahmat Hakim bahwa     ُْتَْارْ  ُوظ َمَ (larangan) memiliki arti 
sebagai berikut: 
َْاُْه نَعٍْىِه نَمٍْل عِفُْنْاَي  تِْاْا مِْاِْْهِبٍْرْ  وُمْ أَمٍْل عِفِْكْ  ر َتْ  و  
Artinya yang dimaksud dengan mahdarat (larangan) 
adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau 
meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan
90 
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Dalam uraian diatas dapat pengertian bahwa kata jari>mah 
indetik dengan pengertian tindak pidana atau pelanggaran. jari>mah 
biasanya dipakai perbuatan dosa-bentuk, macam atau sifat dari 
perbuatan dosa tersebut. Penggunaan kalimat jari>mah dirangkaikan 
dengan satuan atau sifat perbuatan, semisalnya jari>mah pencurian, 
jari>mah pembunuhan, jari>mah perkosaan dan lain sebagainya. 
2) Unsur-unsur jari>mah  
 Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jari>mah 
adalah sebagai berikut
91
: 
1) Unsur formil (adanya Undang-Undang atau Nas) artinya setiap 
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak 
dapat dipidana kecuali adanya nas tau undang-undang yang 
mengaturnya. 
2) Unsur materiil (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah 
laku seseorang yang membentuk jari>mah, baik dengan sikap 
berbuat atau tidak berbuat atau disebut juga ar-rukn al-madi. 
3) Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya pelaku jari>mah 
adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
terhadap jari>mah yang dilakukannya. Dalam hukum pidana 
Islam ini disebut dengan ar-rukn al-adabi. 
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3) Macam-macam jari>mah 
 jari>mah sendiri bila dilihat dari jenis bobot hukumannya 
dibagi menjadi 3 macam yaitu jari>mah h}udu>d, jari>mah qishah atau 
diya>t, dan jari>mah ta>’zir92. 
1) jari>mah h}udu>d 
jari>mah h}udu>d adalah suatu jari>mah yang bentuknya telah 
ditentukan syara’ sehingga terbatas jumlahnya. jari>mah ini 
menyangkut pada hak Allah dimana hukuman telah ditentukan 
dalam Al Qur’an dan Alhadits dengan mempertimbangkan 
jari>mah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk 
memelihara kepentingan, ketentraman dan keamanan 
masyarakat. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku 
yang telah nyata-nyata berbuat jari>mah yang termasuk jari>mah 
h}udu>d sudah memenuhi segala pembuktian, hakim tinggal 
melaksanakan apa yang telah ditentukan syara’. Dalam hal ini 
yang termasuk jari>mah h}udu>d antara lain jari>mah zina, jari>mah 
qadzaf, jari>mah meminum khamr, jari>mah pencurian, jari>mah  
murtad, jari>mah pemberontakan dan jari>mah hirabah.93 
2) Jari>mah q}is}a>s 
 Jari>mah  q}is}a>s adalah perbuatan yang diancam 
dengan hukuman q}is}a>s dan diya>t. Hukuman yang telah 
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ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan 
tertinggi,tetapi menjadi hak perseorangan/korban dan walinya. 
Dalam hal ini, apabila jari>mah ini dalam penerapannya ada 
beberapa kemungkinan, seperti hukum q}is}a>s} bisa berubah 
menjadi diya>t, hukuman diya>t menjadi dimanfaatkan dan 
apabila dimanfaatkan maka hukuman menjadi hapus. 
Yang termasuk dalam kategori jari>mah q}is}a>s diya>t 
adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, 
pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiyaan 
salah. 
3) Jari>mah Ta>’zir  
Ta>’zir bentuk dari mashdar dari kata (  َر َزَع-   زَْعي ) yang 
secara etimologis berarti  ُعْنَملا َو ًّد َّرلاyang memiliki arti menolak 
atau mencegah.
94
  Kata juga memiliki makna  ُه َرَصَنmenolong 
atau menguatkan. Menurut Abdul Qadir Audah jari>mah ta>’zir 
adalah 
Pengajaran yang diatur oleh h}udu>d dan merupakan jenis sanksi 
yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana 
yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi 
hukuman tertentu.
95
 
Sebagian ulama mengartikan bahwa jari>mah ta>’zir merupakan 
hukuman yang berkaitan dengan hak Allah dan Hak Hamba yang tidak 
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ditentukan dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Sebagian lagi mengatakan 
bahwa hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum 
dengan hukuman had/kafarah.
96
 Dalam jari>mah ta>’zir tidak diperlukan 
asas legalitas secara khusus, artinya bahwa setiap tindak pidana tidak 
memerlukan ketentuan yang khusus, satu persatu. Hal tersebut 
dikarenakan bukan banyaknya jari>mah ta>’zir,melainkan sifat jari>mah 
itu sendiri yang labil dan fluktuatif, yang bisa berkurang dan bisa 
tambah sesuai dengan keperluan.
97
 
Berbeda dengan h}udu>d dan q}is}a>s bentuk sanksi ta>’zir belum 
ditetapkan dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Untuk menentukan jenis dan 
ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu 
dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi ta>’zir ini harus 
memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam 
karena menyangkut kemaslahatan umum
98
. 
Penerapan jari>mah ta>’zir bertujuan agar : 
1) Preventif (pencegahan) adalah mencegah agar orang lain agar 
tidak melakukan jari>mah dan ditujukan kepada orang yang 
belum melakukan jari>mah. 
2) Represif (membuat pelaku jera) adalah hukuman diberikan 
dengan tujuan agar pelaku jari>mah jera dan tidak mengulangi di 
kemudian hari. 
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3) Kuratif (islah) untuk membawa perbaikan perilaku terpidana 
dikemudian hari. 
4) Edukatif (pendidikan) untuk memberikan pengajaran dan 
pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup 
pelaku. 
4) Macam-macam sanksi ta>’zir 
1) Sanksi ta>’zir yang berkaitan dengan badan 
Adapun mengenai sanksi ta>’zir yang berkaitan dengan badan, 
dibedakan menjadi menjadi dua macam yaitu hukuman mati 
dan hukuman cambuk. 
a) Hukuman mati 
Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta>’zir dengan 
hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan 
dengan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan 
bagi masyarakat.
99
 Contohnya, hukuman mati bagi residivis 
dan jenis lain yang dianggap sangat berbahaya.
100
 
Mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanabillah 
juga memeprbolehkan hukuman mati sebagai yang 
tertinggi. Contohnya sanksi bagi mata-mata dan orang yang 
melakukan perusakan di muka bumi. Sebagian ulama 
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Syafi’iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti hal 
kasus homoseks.
101
 
Untuk alat yang digunakan dalam melakukan 
hukuman mati pada sanksi ta>’zir sebagai ulama 
menggunakan pedang dikarenakan pedang mudah 
digunakan dan tidak menganiaya pelaku, serta bila 
menggunakan pedang lebih cepat kematiannya.
102
 Sebagian 
ulama menggunakan alat bantu seperti kursi listrik. 
Dalam penerapan sanksi ta>’zir dengan hukuman 
mati yang tertinggi  hanya diberikan kepada pelaku yang 
sangat berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, 
keamanan dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-
sanksi yang sebelumnya tidak mempan atau berulang-
ulang. 
b) Hukuman cambuk 
Hukuman cambuk dilakukan dengan memukul 
dengan menggunakan alat seperti rotan seperti yang 
dilakukan di Nagro Aceh Darussalam. Hukuman ini cukup 
efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku ta>’zir 
seperti jumlah cambukan dalam jari>mah h}udu>d zina ghairu 
muhsan dan penuduh zina. Pemberian hukuman oleh 
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penguasa atau hakim dalam memberikan hukuman cambuk 
itu harus disesuaikan dengan bentuk jari>mah kondisi 
pelaku, dan efek bagi masyarakat.
103
 
Pendapat kalangan mazhab Maliki berpendapat 
dalam memberikan hukuman cambuk bahwa jari>mah ta>’zir 
adalah hak penguasa, maka batasan jumlah hukuman ta>’zir 
harus diserahkan kepada yang mempunyai hak, yaitu ulil 
amri. Dalam memberikan hukuman cambuk hakim harus 
mempertimbangkan situasi dan kondisi. Menurut ulama 
Hanafiah, cambukan itu harus dilakukan lebih keras, 
dengan harapan si pelaku menjadi jera apabila jumlahmya 
cambukan lebih sedikit daripada jumlah cambukan dalam 
jari>mah h}udu>d. Berapapun batas batas terendah hukuman 
cambukan harus dapat menimbulkan dampak preventif dan 
represif.
104
 
Dalam pelaksanaan hukuman cambuk harus 
memperhatikan alat yang dipakai, tidak terlalu besar dalam 
mempergunakan cambuk untuk mencegah kerusakan yang 
berlebihan terhadap pelaku. Ulama sepakat bahwa hukuman 
cambuk tidak ditujukan kepada vital tubu manusia si pelaku 
seperti ditujukan di mata, kemaluan atau kepala.
105
 Untuk 
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terhukum adalah laki-laki maka bajunya harus dibuka 
sedangkan bila perempuan maka baju tidak boleh dibuka 
dan pukulan diarahkan ke punggung. 
Menurut Nurul Irfani, hukuman ta>’zir memiliki 
keistimewaan sebagai berikut
106
: 
i. Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki 
daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik 
ii. Hukuman cambuk dalam ta>’zir tidak bersifat kaku, tetapi 
fleksibel karena jumlah masing-masing jari>mah berbeda 
jumlah cambukannya 
iii. Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak 
membutuhkan anggaran yang besar 
iv. Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai 
menelantarkan keluarga pelaku jari>mah. 
2) Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
a) Hukuman penjara 
Istilah penjara dalam bahasa arab memiliki dua arti 
macam, yaitu al-habsu yang berarti al-man’u (pencegahan 
atau penahanan) dan al-sijnu memiliki arti yang sama dengan 
al-habsu.
107
 Menurut Ibnu Al-Qayyim yang dikutip oleh 
M.Nurul Irfani, al-habsu ialah menahan seseorang untuk tidak 
melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik dirumah, 
masjid maupun tempat lainnya.
108
 Hukuman penjara dapat 
menjadi hukuman pokok dan menjadi hukuman tambahan, 
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apabila hukuman yang pokok hukuman cambuk tidak 
memberikan efek jera pelaku maka hukum penjara menjadi 
hukuman tambahan. Berdasarkan uraian diatas hukuman 
penjara dibedakan menjadi 2 macam: 
i. Hukuman penjara terbatas 
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara 
yang lama waktuya dibatasi secara tegas. Untuk batas 
terendah sebagian ulama mengatakan  dari hukuman 
penjara adalah satu hari dan untuk batas yang tertinggi 
para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama syafi’iyyah 
menetapkan batas tertinggi dari hukuman penjarayaitu satu 
tahun karena mereka mempersamakan dengan 
pengasingan dalam jari>mah zina109. Menurut Ibnu Al-
Majasyun dari ulama Malikiyyah menetapkan lamanya 
hukuman penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau 
empat bulan sesuai dengan hartanya.
110
 
ii. Hukuman penjara tidak terbatas 
Hukuman penjara tidak terbatas sudah disepakati 
bahwa hukuman diberikan tidak ditentukan batas waktunya, 
berlangsung terus hingga pelaku jari>mah bertobat dan bisa 
menjadi pribadi yang baik. Hukuman penjara tidak terbatas 
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dikenakan kepada orang yang dituduh membunuh dan 
mencuri, melakukan homoseksual, mempratikan sihir serta 
untuk mencuri yang berulang-ulang.
111
 Dalam pengenaan 
hukuman penjara tidak terbatas ulama mengatakan bahwa 
adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan 
menganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-
kegiatan yang bermanfaat kerena membawa kemaslahatan 
bagi mereka dan mendukung tobat mereka.
112
 
b) Hukuman pengasingan 
Hukuman pengasingan merupakan hukuman had yang 
dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan dalam 
hukuman ta>’zir. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan 
kepada pelaku ditakutkan memberikan pengaruh buruk 
terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, 
masyarakat akan terhindar dari pengaruh tersebut. 
3) Hukuman yang berkaitan dengan harta 
Para fuqaha memperbolehkan hukuman ta>’zir dengan 
cara mengambil harta, terutama menurut Imam Malik, Imam 
Syafi’I, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Yusuf 
membolehkan apabila membwa maslahat.
113
 Hukuman ini 
bertujuan untuk mengambil harta bukan untuk diri sendiri atau 
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kas negara tetapi untuk menahan hartanya untuk sementara 
waktu. Jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, 
maka hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk 
kepentingan yang mengandung maslahat.
114
 
Imam Ibnu Taimiyyah hukuman ta>’zir dengan 
mengambil harta dibagi menjadi 3 macam dengan 
memperhatikan pengaruhnya terhadap harta: 
i. Menghancurkan (Al-Itlaf) 
Penghancuran harta berlaku untuk yang benda-benda yang 
bersifat mungkar. Seperti penghancuran alat dan tempat 
minum khamr. Khalifah Umar pernah memutuskan 
membakar kios meminum keras milik Ruwaisyid. Umar 
pun memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid.  Khalifah 
Ali pernah memutuskan membakar kampung yang menjual 
khamr. Pendapa ini merupakan pendapat yang masyhur 
dalam mazhab Hanbali dan mazhab Maliki.
115
 
ii. Mengubah (Al-Ghayir) 
Misalnya mengubah patung yang disembah oleh oaring 
muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga 
mirip pohon atau vas bunga. 
iii. Memiliki (Al-Tamlik) 
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Hukuman ta>’zir dlam bentuk ini juga disebut dengan 
hukuman denda yaitu hukuman ta>’zir yang berupa 
kepemilikan harta pelaku, seperti Rasulullah 
melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-
buahan disamping hukuman cambuk. Demikian pula 
putusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi 
orang yang menggelapkan barang temuan.
116
 
4) Sanksi ta>’zir lainnya 
Selain hukuman ta>’zir yang disebutkan diatas, ada beberapa 
sanksi ta>’zir yang lainnya: 
a) Peringatan keras 
b) Dihadirkan di hadapan sidang 
c) Nasihat 
d) Celaan 
e) Pengucilan 
f) Pemecatan, dan  
g) Pengumuman kesalahan terbuka, seperti diberitakan dalam 
media elektronik atau cetak. 
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BAB IV 
ANALISIS KOMPARATIF POLA PENYELESAIAN KASUS 
PELANGGARAN LINGKUNGAN YANG MENGGUNAKAN ASAS 
ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM 
 
A. Persamaan Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Kasus Pelanggaran 
Lingkungan  
1. Hukum Pidana Islam 
Dalam hukum pidana Islam, hukuman harus sesuai dengan 
kadar atau ukuran dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 
Dalam hal ini, terdapat hukuman yang paling ringan yaitu hukuman 
ta’zi>r diasingkan atau masa kini dipenjara serta hukuman yang paling 
berat adalah hukuman mati. Dalam pemberian jari>mah ta’zi>r sendiri 
bertujuan preventif (pencegahan), respresif (membuat pelaku jera), 
kuratif (islah) dan eduakatif (pendidikan). Dalam pemberian sanksi 
pidana terhadap pelaku semua diserahkan kepada hakim yang berkuasa 
dengan hukuman dalam jari>mah ta’zi>r mengenal dengan hukuman 
minimal dan hukuman maksimal. Pemberian hukuman tersebut efek 
yang ditimbulkan dan pihak yang dirugikan atau demi kemaslahatan 
masyarakat. Tentu dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi ta’zi>r ini 
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harus memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan 
mendalam karena menyangkut kemaslahatan masyarakat.
117
 
2. Hukum positif 
Berdasarkan dalam peraturan yang telah diaturkan dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat ketentuan sanski pidana yang 
paling lama, dalam hal ini hakim dapat, menjatuhkan hukuman yang 
lebih ringan dari ketentuan pasal tersebut atau mungkin dapat 
menjatuhkan hukuman yang paling lama berdasarkan 
pertimbangannya, serta dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 
ketentuan sanksi pidana yang paling singkat adalah penjara 1 (satu) 
tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda yang paling 
banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
3. Persamaan antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 
Persamaan dari sistem hukum keduanya, yaitu mengenai ukuran sanksi 
yang diterapkan/dijatuhkan, ketentuan sanksi yang paling ringan dan 
yang paling berat walaupun penerapan dan bentuk sanksinya berbeda. 
Hukuman atau pemidanaan mempunyai tujuan, tujuan hukuman dari 
kedua sistem hukum tersebut mempunyai kesamaan yaitu sebagai 
upaya pencegah seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang 
dilarang. Dalam hal ini, kedua sistem hukum ini mempunyai tujuan 
untuk memberikan pencegahan (preventif) dan represif (memberikan 
efek jera) terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran kasus 
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lingkungan hidup serta memberikan keluasan hakim dalam 
menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. 
B. Persamaan dalam pola  Penyelesaian Kasus Pelanggaran Lingkungan 
1. Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam pada dasarnya dalam melakukan sebuah 
penyelesaian masalah dianjurkan untuk melakukan musyawarah atau 
mediasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Asy-syura 
ayat 38 
َْنوُقِف ن ُيْ  مُهاَن  قَزَرْاَّمَِوْ مُه َن   ي َبْىَروُشْ مُهُر  َمأَوَْةلاَّصلاْاوُمَاَقأَوْ م
ِِّبَِرِلْاُوباَجَت  ساَْنيِذَّلاَو(٣٨) 
Artinya dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan 
sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
118
 (QS. Asy-
Syura ayat 38) 
 
َْنِمْ  بِيرَقْ َِّلِلّاَْةَ حَْرْ َّنِإْا عَمَطَوْا ف وَخْ ُهوُع داَوْاَهِحلا صِإَْد ع َبِْض رلأاِْفْ اوُدِس  ف ُتْلاَو
(َْينِنِس  حُم لا٥٦) 
Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan 
rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 
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Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang 
berbuat baik.
119(QS. A’raaf ayat 56) 
   Penyelesaian masalah dalam hukum islam sendiri 
mengedapankan penyelesaian secara musyawarah atau mediasi antara 
pelaku dengan penanggungjawab usaha atau litigasi. Dalam melakukan 
hal tersebut diharapkan dapat menggantikan kerugian yang mereka 
lakukan dengan melakukan pencemaran. Apabila dalam mediasi atau 
musyawarah tidak mencapai kata sepakat maka hal tersebut 
dikembalikan kepada penguasa atau hakim setempat.  
2. Hukum Positif 
Penyelasaian masalah lingkungan dalam hal ini mengedepankan 
hukuman administrasi, dimana penegakan hukum administrasi 
memberikan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan 
lingkungan serta untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan 
lingkungan.
120
 Selain, itu penyelesaian melalui hukum perdata, para 
pihak korban diberikan ruang untuk melakukan musyawarah/mediasi 
terhadap penanggungjawab perusahaan untuk menggantikan ganti rugi, 
tindakan perbaikan lingkungan yang telah rusak dan mencegah agar 
tidak timbul negatif terhadap lingkungan hidup.  
3. Persamaan antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 
Sistem hukum kedua memiliki kesamaan yaitu dalam menangani kasus 
lingkungan hidup mengedepankan mediasi antara pelaku kerusakan 
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lingkungan dengan pihak korban, yang diharapkan dapat menemukan 
kesepakatan bersama. Jadi titik persamaan antara hukum pidana islam 
dengan hukum postif adalah upaya pencegahan (preventif) dan represif 
dalam kasus pelanggaran kasus lingkungan hidup serta dalam Pola 
penyelesaian lebih fokus pada mediasi atau musyawarah dalam 
penangganan kasus lingkungan hidup. 
C. Perbedaan Sanksi Pidana terhadap Kasus Pelanggaran Lingkungan 
 Penjatuhan hukuman bagi pelaku perusakan lingkungan dalam 
hukum positif, hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam hal 
melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu 
gangguan. Sebelum penjatuhan hukum pidana, hukuman yang diberikan 
kepada pelaku perusakan lingkungan adalah hukuman adaministartif dan 
hukum perdata. Regulasi hukum positif, didalalm pasal tersebut sanksi 
yang diberikan hanya penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda  
paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta). Dalam beberapa opsi 
hukuman tersebut menandakan bahwa hukum positif memberikan sanksi 
bagi pelaku pelanggaran kasus lingkungan  berdasarkan berat ringannya 
akibat yang ditimbulkan oleh pelaku sehingga tidak semua perbuatan 
perusakan lingkungan dapat dikenai sanksi yang maksimal.  
Sedangkan hukum pidana Islam sumber hukumnya adalah Al-qur’an dan 
Al hadits. Hukuman yang diberikan kepada pelaku perusakan lingkungan 
adalah jari>mah ta’zi>r. Dalam hal ini, pemberian jari>mah ta’zi>r dapat 
berkaitan dengan yang berkenaan dengan badan, harta, kemerdekaan dan 
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sanksi ta’zi>r yang lainnya. Pemberian hukuman sesuai dengan kekuasaan 
hakim atau penguasa tersebut.  
D. Perbedaan Pola Penyelesaian Kasus Pelanggaran Lingkungan 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup penjatuhan hukuman melalui pemberian 
sanksi administarasi, sanksi hukum perdata dan sanksi hukum pidana. 
Penjatuhan sanki pidana dalam hal ini sebagai senjata terakhir setelah 
hukum administrasi dan hukum perdata tidak dapat mampu atau dilakukan 
lebih dari satu kali. Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah 
hukuman bisa penjara dan denda tergantung dengan tindak pidana yang 
dilakukan.  Sedangkan dalam hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman 
melalui penguasa setempat atau hakim dengan dasar Al-qur’an dan Al-
hadits. hukuman yang didapat bagi pelaku perusakan lingkungan adalah 
jari>mah ta’zi>r. Apabila dilihat dari kerusakan yang lebih besar dan parah 
maka hukumannya adalah dapat hukuman mati. Hukuman mati diberikan 
karena akibat yang ditimbulkan mengancam kehidupan sekarang dan 
kedepannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uarain-uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penegakan hukum pidana dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tetap 
memperhatikan asas ultimum remedium dimana hukum pidana sebagai 
senjata terakhir dalam penangganan kasus lingkungan hidup setelah 
penerapan hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak 
berhasil atau dilakukan lebih dari satu kali.  Sedangkan dalam hukum 
pidana Islam, pemberian sanksi kepada pelaku perusakan lingkungan 
dengan memperhatikan Pola penyelesaian secara litigasi/diselesaikan 
secara bersama-sama antara pelaku dan korban. 
2. Perbedaan dan persamaan mengenai sanksi dan pola penyelesaian 
masalah lingkungan hidup 
a. Segi sanksi yang dijatuhkan, persamaannya terdapat pada ukuran  
ketentuan sanksi yang paling ringan dan paling berat serta tujuan 
hukuman sebagai pencegahan seseorang melakukan  perbuatan 
yang dilarang. Sedangkan perbedaannya, hukum positif penjatuhan 
hukuman tiap tindak pidana, sanksi yang diberikan berbeda-beda 
seperti hukuman penjara minamal 1 tahun sedangkan hukum 
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pidana Islam hanya diberikan kepada pelaku yang melakukan 
kerusakan lingkungan hidup yaitu jari>mah ta’z>ir. 
b. segi penyelesaian, persamaannya terdapat pada Pola penyelesaian 
yang mengedapankan Pola mediasi dan sifatnya sebagai upaya 
pencegahan agar tidak melakukan kegiatan yang diulangi. 
Sedangkan perbedaannya, Pola penjatuhan hukuman dalam hukum 
positif berupa sanksi pidana denda dan penjara, sedangkan hukum 
pidana islam berupa jari>mah ta’zi>r yang berupa hukuman mati, 
hukuman penjara/pengasingan, dan hukuman penjara. Penjatuhan 
hukuman tergantung hakim/ penguasa setempat dan akibat yang 
ditimbulkan dari kerusakan lingkungan tersebut. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa hal diperhatikan 
sebagai bahan masukkan dan saran-saran sebagai berikut: 
1. untuk masyarakat diharapkan dapat meminimalisir, bekerjasama dan 
melaporkan  ke Pemerintah setiap kerusakan lingkungan hidup. 
2. untuk akademisi dan penelitian selanjutnya diharapkan bisa 
mengembangkan teori yang relevan saat ini dengan kasus dan gejala 
sosial dalam masyarakat dengan adanya solusi alternatif dalam 
penanganan kerusakan lingkungan. 
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